
Menimbang: a.

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR  TAHUN 2OI9

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka percepatan dal peningkatan penanaman
moda] dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik di daerah sebagaimana
diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terinteqrasi Secar€
Elektronik;

baiwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
dan Nonperizinan kepada masyarakat, perlu menyusun
pedoman yang mengatur penyelenggaraan PISP di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan hurul b perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SaLu Pintu;

b.

c.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomoi 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taiun 1999 nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38511:
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3. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasar-
Tindal Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara ReDublik
lndonesia Nomor 3874). sebagaimarla telah diubah denean
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200.1 lentane perubahan aias
Undang-Undang Nomor 3.[ Tahun 2009 tentan-q pemberantasan
findak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150)j

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
\4odal (Lembaran Negara Republik lndonesia Taiun 2007 Nomor
67,'larr'bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentans Keterbukaan
Informasi Publik (I,€mbaran Negara Republil< lnlonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan l,embara4 Negara Republik
Indonesia Nomor 4B46);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

 Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerai (Lembaran \egara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentans
Per-ubahan Kedua aras Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerinta?ran Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neeara
Republil< Indonesia Nomor 5679):

8. Undang-undang Nomo. 30 Tahun 2014 tentans Administrasi
Pemerinraltan {Lembaran Negara Republik Ind-onesia Tahun
2014 Nomor 292, 'lafiba}.a Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentans
Penyelenggaraan Sistem dan Transa-ksi ELekrronjk (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor S348);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelalsanaan Undang-Undang I\omor 2S Tahun 2009 rentane
Pelalanar Pubijk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang pelavanan
Perizinan TFrinr egrasj Secara Elekrronjk (Tambanan Lemiaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
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12. Peraturan Presiden Noroor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20l3 Nomor 191):

13. Peraturan Presiden Nomor 9T Tahun 2OI4 tentane
Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu pintu {Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221j;

14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan
Pelaksanaan Proyek St.ategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan presiden Nomor 91 Tahun 2O1Z tentang percepatan
Pela.ksanaan Berusa-ha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956):

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELDNGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yaig dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang rnemegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik lndonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan rnenteri sebagaimana dima.ksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Riau.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yaig memimpin pelaksanaan urusan pemeaintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Rrau.



5.

6.

-4"

7.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Telpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau.

Kepala Perangkat Daerah adalail Kepafa Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat pTSp adalah
pelayanan secara terilrtegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanai melalui
satu pintu.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut
Penyelenggaraan P|SP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan
Nonperizinan yang proses pengelolaar-rnya mulai dari tahap pelmohona!
sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalarn satu pintu
dan satu tempat.

Pedzinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada seseorang atau pelal<u usaha/kegiatan tertentu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah pemberiar dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahin
pelayanalr dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam
rangka Penyelenggaraa! Pelayanan Terpadu Satu pintu, yang mempunyai
ke',Menangan memberikan pedimbangan teknis dan/atau rekomendaii aias
penerbitan Perizinan dan Nonperizlnan.

9.

i0.
11.

15.

16.

17.

13.

14.

12.

Pertimbanga! Teknis dan/atau Rekomendasi adalah hasil
pemeriksaan lapangar.r dan analisa/kajian teknis yang dilakukan
Teknis terhadap objek Perizinal dal Nonperizinan sebagai dasar
ditedma atau ditolaknya Perizinan dan Nonperizinan.
Kewenangan adalah hak yang diberikan pemerintah Daerah untur
melakukan atau tidal melakukan kepada Kepala Dlnas penanaman Moda]
darl Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuatu agar tercapai tujuan tefientu.
Pendelegasian wewenang ada-lah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan
tanggung jawab, serta tanggung gugat perizinan da! Nonperizinan, termasuk
penandatanganan beralih sepenuhnya kepada penerima Jelegasi.

19. Maklumat Pelayanan publik yang selanjutnya disingkat Mpp adalahpemyataan kesanggupan pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
Pelayanan puotrl<,

8.

validasi,
oleh Tim

mengenar

18.
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20. Perlzir'all Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat pSE adalah
pelayanan Pedzinan darr Nonperizinan yang diberikan -il.llri pfsp 

"""^..elektronik.

2r. Pefizinarr Ber-usaha Terintegrasi Secara
Subm.ssion yang selanjutnya disingkat OSS
diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
sislem elekLron jk yang rerinregrasi.

Elektronik atajJ Online Single
adalah Perizinal Berusaha ygng
atas nama menteri, pimpinan
kepada Pelalu Usaha melalui

22.

23.

24.

25

26.

Lembaga Pengelola dan penyelen ggata Online Single Submission yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembiga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakal urusan pe-"iirrtalru.rl di bidang
koordfrasi penanaman modal.

Nomor Induk Ber-usaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas
Pelal<u Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelal<u Usaha
melakukan Pendaftaran.

Perizioan dan Nonperizinan melalui Lembaga OSS adalah Izin Usaha, Izin
Komersiai dan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk
dan_atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk mimular usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksa:taan komersial atau operastonal
dengan memenuni persyaratan danI atau Kom_1men.

j<om]lmen adalah pernyataan pelalnr Usaha untuk memenuhi persyaralan
lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.
Persetujuan/penolatan pemenuhal komitmen adalah pernyaraan
menyetujui dan/atau menolak pemenuhan komitmen yaig diajukan oleh
pemohon Perizinan dan Nonperzinan untuk Izin Usaha, Izin Komersial atau
Izin Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sesuai dengan
kewenangan daerah.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikiriml<an, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yaog dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melaiui komputer atau slstern elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, ralcangan,
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
yang memiliki malna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
mema1'aminya.

Petugas Loket Bantuan dan Pendaftaraan (HeLp aftd Registration Couftter)
adalah petugas yallg melaksana*arl fungsi memberikan baltuan terhadap
pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

Petugas Loket Penyerahan Berkas (Submission Couftter) adalah petugas yang
menyerahkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telai diterbitkan.
Petugas Loket Pengaduan dan Informasi (Comptain and InformatiorL Counter)
adalah petugas pengeiolaan pengaduan dan memberikan informasi kepada
masyar-akat mengenai Perizinan dan Nonperizinan.

27.

29.

30.

28.



32.

33.

35.

36.

37.

38.

31.

+r.
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Petugas Pelayanan Depan (F/onf Ofrtc4 adalah petugas yang melal<sanal<an
fungsi menedma beakas, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan
member-ikan verifikasi terhadap pengajuan perizinan dan Nonperizinan.
Petugas Pemrosesan permohonan pedzinan dan Nonperizinar lBack Office)
adalah petugas yang melaksanakan fungsi mengoiah, memeriksa dokumen,
memverifikasi, mengidentifikasi, memvalidasi, membuat konsep, men1rusun,
mengadministrasi, menerbitkan dokumen perizinan dan Nonperizinan.
Penerima Izin atau Non Izin adalai orang perseorangan, Badan Hukum
dan/atau bukan Badan Hukum yang memperoleh keputusan Izin dan Non
Izrn.

Pemohon adalah orang perseorangajr, Badan Hukum, Badan Usaha vanq
berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, pemerintah prrsaf
Pemerintah Daerall Provinsi dan/atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang memerlukan dokumen Izin dan /atau Non lzin.
Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan
disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila
persyaiatan telah dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembatalan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan unruK
membatalkan dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan
karena bertentangan dengan kewenangan pemerintah Daerah dan/atau
dibuat oleh pejabat yang tidak memiki kewenangan menetapkan keputusan
Perizinan dan/atau sebagai akibat putusan pengadilan.

Pencabutan Perizinan ada.lah dokumen yang dikeh_rarkan guna mencabut
dokumen petsetujuan Perizinan yang telah diterbitkan karena adanya
pelaiggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau
adalya rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah terkait.
Penadkan dokumen pernohonai adalah upaya yang dilakukan oleh
pemohon untuk membatalkan proses pengajuan permohonannya sekaligus
mengambil berkas permohonan dai dengan alasan tertentu sebelum
terbitnya Pedzinan dan Nonperizinan tersebut.
Konfirmasi Status Wajib Pajak ya]1g selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oieh pemerintah sebelum memberikan layanan
publik tertentu untuk memperoleh informasi dan keterangai status wajib
pajak.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikai oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pdbadi atau Badan Hulrum.
Sistem lnformasi Manajemen Pelayanan yang selanjutnya disingkat SIMPEL
ada-lah sistem pelayanan Perzinan da]l Nonperizinan yang digunakan untuk
mengolah data Perizinan dan Nonperizinan dari awal pendaftaran sampai
dengan diterbitkannya izin secara elektronik.

Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah
pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kcpuasan
masyaral<at yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat
dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

39.

40.

42.
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43. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data
dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakai yaig diperoleh dari
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendipafrnasyarakat
dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan'publik,
dengan membandingkan antara harapan dan kebutuh;nnya.
Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi
informasi tentang ketidaksesuian antara pelayanan yang diterima dengan
standai pelayanan yang telah ditentukan mengenai penerb=itan perizinan dan
Nonp erizinan.

Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi
elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verihkasi atau;utentilikasi.
Standar P€layanan yang selanjutnya disingkat Sp adalah tolok ukur yang
dipergunalan sebagai pedomal yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas peiayanan sebagai
kewajiban dalf janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teiukur.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOp adalah
serangkaian instruksi tertulis yalg dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapai han]s
dilakukan. dimana dan oleh siapa dilakukan.

44.

46.

Pasal 2

Mal<sud Peraturan Gubernur ini sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan
Penyelenggaraan PTSP daerah da.lam kewenangan penerbitan perizinan dan
Nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuki
a. Memberikan panduan dalam pelayanan perizinan dalr Nonperizinan.
b. Mengatur ralgkaian prosesJ mekanisme dan prosedur perizinan

Nonpedzinan yang diselenggarakan.

c. Memberikan inforrnasi dan kepastian hukum terkait dengan produk izin
nonizin yang diterbitkan.

da-n

dan
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan PISP yaitu pengelolaan administrasi perizinai
dan Nonpedzinan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah, meliputi :

a. organisasipelaksana;
b. prinsip;
c. pendelegasian;

d. manajemen pelayanan;

e. perizinan dan nonperizinan;
f. proses pelayanan Pedzinan dan Nonperizinan;
g. online single submission [OSS);
h. surwei kepuasan masyarakat;
i. pengelolaan pengaduan masyarakat;
j. layanan infor-rnasi, penyuluhan dan konsultasi;
k. pelayanan secara elektronik;
1. tunjangan khusus;
m. konfirmasi status wajib pajak (KSWP);

n. retribusi daerah;
o. satgas;

p. pembinaan dan pengawasan;
q. pendampingan hukum;
r. pengendalian dan pelaporan;

s. ketentuan peralihan; dan
i LafFntrr.h hah,rfrrn

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Baglan Kesatu

Umum

Pasal 5

Organisasi pelaksana Penyelenggaraan PISP, meliputi :

a. Lembaga OSS;

b. Dinas; dan

c. Tim TekIIis.
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Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi
Patagraf I

Lembaga OSS

Pasal 6

(1) Lembaga OSS sebagaimana dimal<sud pada pasal 5 huruf a mempunyai
tugas melalsanakan urLrsan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan
pemerintah.

(2) !4jL melaksana,kan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Lembaga
OSS mempunyai fungsi menerbitkan NIB, pendaftaran BPJS
Ketenagake4aan, Pendaftaran BPJS Kesehatan, penerbitan Izin Usaha dan
Izin Komersial atau Operasional mela,lui sistem yang terintegrasi secara
elektronik terhadap permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Paragraf 2

Dinas

Pasal 7

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanaftan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dalam Penyelenggaraan pTSp.

(2) Dalam mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Dinas

a. menyelenggaralan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi
melaksanakan, merencanalan, mengoLah, memeriksa, memverifikasi,
mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,
pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan
Nonperizinan;

b. melal<sanakan, memfasiiitasi, merencanakan, mengumpulkan,
merumuskar, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin,
mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menjrusun,
menindaldanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan
informasi pelayanan Pedzinan dan Nonperizinan;

c. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan,
memverifikasi, menganalisis, memfasititasi, merancang, mengidentifikasi,
mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi,
mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penJ,usunan kebijakan,
hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi
pen5ruluhan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraal Perizinan dan
Nonperizinan; dan



d, melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan
memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, Lemimpin,
memonitoring, mengevaluasi, penguku.an terhadap mutu Ldyanan,
merumuskan __standar layanai SOp dan Sp, mengolah,
mengoperasionalkan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan
prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukunqan administrasi
serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasil pola layanan
men]rusun data dan pelaporan pelayanan perjzinan dan Nonperrzrnan
terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang
efisien dan efektif.

t1)

Paragraf 3

Tim Teknis

pasal I

D€lam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pTSp,
dibentuk Tim Teknis sebagaimar-ra dimaksud pada pasal 5 huruf c sesuar
dengal kebutuhan.

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur personil
Perangkat Daerai lerkair meljputi .

a. Pejabat struktural perangkat daerah teknis setingkat pejabat Tinggi
Pratama;

b. Pejabat struktural perangkat daerah teknis setingkat administrator darl
pengawas lingkup bidang tugas terkait; dan

c. Pelaksana dan pejabat fungsional tertentu yang memiliki kompetensi
dan/atau kemampuan sesuai bidangnya.

Tugas Tim Teknis yang dilalsana_kan oleh personil perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu tugas pokok
personil yang bersangkutan.

pasal 9

Tin,I Teknis sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 8 memiliki tugas
memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi dalam rangka ditolak
ataupun diterimanya permohonan Perizinan dan Nonperizinan kepada
Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PISP.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan dar.r
bertanggungjawab mutlak terhadap pertimbangan teknis atau rekomendasi
Perizinan dan Nonperizinan darl ditandatangani oleh Kepala perangkat
Daerah yang lrlernbidangi serta disampaikan kepada Kepala Dinas.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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(S) !{am menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Tim
Teknis mempunyai fungsi :

a.

b.

c.

d.

peninjauan lapangan dari aspek administrasi;
pembahasan dan/atau pemer:iksaan/kajian lapangan;
penjrusunan petimbangan teknis dan/atau rekomendasi;
pelaksanaan konsultasi dan pelaporan kepada Kepala perangkat Daerah
mengenai pertimbangan teknis atau rekomendasi dan analisis kaJran
sesuai bidangnya; dan
penerbitan dokumen pertimbangan teknis atau rekomendasi.

Pasal 10

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 bertaaggungjawab kepada :

a. Kepala Dinas, terkait dengan substansi administrasi penzinan dan
Nonperizinan; dan

b. Kepala Perangkat Daerai, terkait dengan substansi pertimbangan teknis
dan/atau rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

t1)

Pasal 11

Untuk mendukung efektilitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan dari talapan permohonan sampai dengal
terbitnya Perizinan darl Nonperizinan, mata personil peranglat Daerah
terkait yang ditugaskan dalam kedudukannya sebagai Tim T;k!is, dapat
ditempatkan di Dinas.

Status Tim Teknis yang ditempatkan di Dinas adalah bersifat penugasan,
yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya masih berada pada
Perangkat Daerah asal termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

(2)

Bagian Ketiga
Tata llubungan Kerja

Pasal 12

Perangkat Daeratt dalam melal<sanaka.n tugasnya wajib menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dai sinkronisasi secara vertikal dalr
horizontal dalam bidang masjng masing.
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BAB W

PRINSIP

Pasal 13

Prinsip Penyelenggaraan PfSp meliputi :

a. kesederhalaan;

b. kejelasan;

c. kepastian waktu;

d. akurasi;

e. keaffanan /kepastian hukum,

f. tanggungjawab;

g. kelengkapan sarana dan prasararla;

h- kemudahan akses;

i. kedisipLinan, kesopanan, dan keramahan;

j. profesionalisme;dan

k. kenyamanan.

BAB V

PENDELEGASIAN

Pasal 14

{1) Penyelenggaraan P|SP berdasarkan pendelegasian wewenang dari
Gubemur.

(2) Pendelegasian wewenalg sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), meliputi:

a. Penandatanganan perizinan dan Nonperizinan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah; dan

b. Penandatanga,nan Persetujuan Pemenuhan Komitmen perizinan dan
Nonperizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
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Pasal 15

(1) Gubernur mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 ay^t (2) kepada Kepala Dinas.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I
dan Lampiran II yarrg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

{3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dlnsan ketentuan
pera lu ran perundal1g undangan.

{4) Penandatanganan Pefiztnan dan Nonperizinan serta persetujuan
Pemenuhan Komitmen dilaksanatan melalui Tanda Tangan Elektronik atau
Tanda Tangan Non Elekrron ik.

(5) Dinas memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan
Perlzr'lalf dan Nonperizinan serta persetujuan pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Nonperizinan.

BAB VI
MANAJEMEN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Umurn

Pasal 16

(i) Da.lam menyelenggarakan pelayanan pe:rzL]:rar dan Nonperizinan, Dinas
menerapkan Manajemen Peiayalan.

(2) Marajemen Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan pelayanan
b. pelaksanaan pelayanan;
c. pengelolaan pengaduan masyarakat;
d, pengawasan internal;
e. pengelolaan informasi, penJruluhan dan pelayanan konsultasi;
f. monitoing dan evaluasi; dan
g. pelaporan pelayanan.

{3) Manajemen Pelayana! sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilaksanakan
berdasarkan dengan MPP, SP dan SOP.

{4) MPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui
keputusan Gubernur.

(5) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ditetapkan melalui keputusan
Kepala Dinas.
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(6) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipublikasikan secara iuaskepada masyarakat dan menjadi dasar pemerintah Daerah dalam
menyelenggaiakan pelayanan perizinan darl Nonperizinan.

(7) Dalam. menjala:rkan tugasnya, penyelenggara pTSp mengacu kepada SOpyang ditetapkan oleh Dinas setelah mendapat masuka-n dari Ferangkat
Daerah.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara I'TSP pada Dinas
dilalokan secara proporsional.

Pasal 18

(1) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan pada Dinas harus memiliki keahlian
dan kompetensi dibidangnya.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan
melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.

(3) Untuk meningkatkan lmalitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan, dapat
menggunakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Ahli pendamping.

Bagian Ketiga
Dtika pelayanan

Pasal 19

(1) Dalam Penyelenggaraan PTSP diterapkan etika pelayanan.
(2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap

aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan perizinan daII
Nonperizinan.

(3) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas.



Bagian Keempat

Waktu pelayanan

Pasal 20

{1) Wal<tu pelayanan disesuaikan dengan jam kerja, sebagai berikut:

a. Hari Senin, Selasa dan Rabu, pukul 08.00 _ 16.00 WIB

b. Hari Kamis dan Jum,at, pukul 0g.00 - 16.30 WIB

(2) Waktu pelayanan pada Bulan Ramadhan sesuai dengan peraturan
perundang undangan.

Bagian Kelima

Pakaian Xhusus Layanan

Pasal 21

Bagian Keenam

Unit Pelayanan Terintegrasi

Pasal 22

Pal<aian __Khusus yang digunakan dalam penyelenggaraan ptsp merupakan
Pa.kaian Khusus Layanan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

(11 Dalam rangka mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada
masyara.l<at, dapat dibentuk Unit pelal<sana Teknis.
Gerai/Outlet/Butik/Kedai atau unit instalasi pelayanai lainnya.

Pada Unit Pelaksana Teknis, ce.ai/Outlet/Butik/Kedai atau unit instalasi
pelayanan lainnya sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dapat diberikan
akses bagi institusi pemerintah lainnya maupun nonpemel-intah/swasta
untuk membuka layanan spesifik tertentu sebagai upaya optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas.

l2l



BAB VII

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Nesatu

Pasal 23

Pe.layalT Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangaa Dinas meliputi
selurlh Perizinan dan Nonperizinan di bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. ketentraman dalr ketertiban umum serta perlindungan rnasyaralat;
e. sosia-l;

f. tenaga kerja;
g. lingkungan hidup;
h. perhubungan;
i. koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. kebudayaan;

k. keatsipan;
l. kelautal dan perikanan;
m. pariwisata;
n. pertaluan;
o. kehutanan;
p. energi darl sumber daya mineral;
q. perdagangar; dan
r. perindustrian.

BAB VIII
PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Meka-nisme pelayanan Perizinan dall Nonperizinan terdiri dari:
a. penerbitan;

b. pembatalan;

c. pencabutan;



d. penarikal dokumen permohonan;

e. penangguhan;

I legalisasi salinan dokumerr;
g, duplikasi dokumen; dan
h. penolakal permohonan.

(2) Mekanisme pelayanal perizinan dan Nonperizinan sebagarmana
dimatsud pada ayat (1), meliputi:
a. rincian jenis Pedzinan dan Nonperizinan;

b. durasi waktuj
c. bagan alur dan prosedur; dan
d. bentuk, kodifikasi, eR code, jenis format, tata naskah perizinai dan

Nonperizinan.

{3) Kepala Dinas menetapkan persyaratan administrasi perizlnan dan
Nonperizinan berdasarkan masukan dari perangkat Daerah, sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undaigan.

Bagian Kedua

Penerbitan

Pasal 25

(1) Penerbitan dokumen pefinohonan perlzinan dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 24 ayat {1) humf a terdid dari:
a. bar:u;

b, perubahan; da.rl

c. perpanjangan.

(2) Penerbitan dokumen Perizinar dan Nonperizinal dila_ksanalan sesuai
mekanisme yang telah ditetapkan pada SOp.

Bagian Ketlga
Pembatalan

Pasal 26
(1) Pembatalan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b dapat diiakukan apabila terdapat
cacat wewenang, prosedur, substansi atau berdasarkan Putusan Pengadilan.

(2) Pembatalan Perizlnan dan Nonperizinan sebagaimana ayat (1) dapat
dilalekan oleh Gubernur atau Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)

(2)

(s)

t4)

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat
pencabutan

Paaal 27

Pencabutan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 24 ayat lI) huruf c dapat ditakukan atas dasar
permlntaan pemohon dan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh
pemegang Perizinan dan Nonperizinan.
P_eacabutaa Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan adanya bukti pelanggaran dilakukan dengan ietentuai
berdasaJkan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dari peranskat
Daerah teknis kepada Kepala Dinas Sesuai ketentuan peraturan perunding_
undangan.

Pencabutan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana pada ayat (1) atas
dasar Permohonan atau pelanggaran Admistrasi dilakukan oleh dinas
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pencabutan Periinan dan Nonperizinan dilaksanakan sesuai mekanisme
yang telah ditetapkan pada SOP.
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Bagian Kellma
Penarlkan Dokumen Permohonan

pasal 28
Penarikan dokumen permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagarrlana
dimaksud dalam pasal 2+ 

^yat 11) huruf d dilakukan oleh pemohordengan
alasan tertentu.
Penarikan dokumen permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
dimal<sud ayat (1), hanya bisa dilakukan terhadap perizinan dan
Nonperizinan yaig belum diterbitkan oleh Dinas.
Penaikan dokumen permohonan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakar
sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pada SOP.

Bagian Kedelapan

Penangguhan

Pasal 29

(1) Pena,r:gguharr Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud da-lam
pasoJ 2+ ayat (1) huruf e disebabkan oleh:

a. Pemenuhan tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah; dan

b. Perubahan peraturan perundang-undangan.
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(2) Penangguhan Pei'zrnar' dan Nonperizinan dibedkan dalam bentuk surat
keterangan dari Kepala Dinas

(3) Penangguhan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanal<an sesuai mekanisme
yang telah ditetapkan pada SOp,

Bagian Keenam

Legalisasi Salitran Dokumen

(2)

t1)

{1)

Pasal 30

lem.:galg Perizinan dan Nonperizinan dapat mengajukan pe.mohonan
regarlsasr satlnan dotmmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat l)huruf f yang telah diterbitkan kepada Dinas.

Legalisasi saLinan dokumen Pefizinan dan Nonperizinan sebagaimana
qimaqud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme yang telall
ditetapkan pada SOP.

Bagian Ketujuh
Duplikasl Dokumen

Pasal 31

Pemegang lzi'j' darl Nonizin dapat mengajukat permohonan duplikasi
dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ly^t (I) huruf g apabila
hilang atau rusak kepada Dinas.
Duplikasi dokumen Perrzi]:.an dan Nonperizinan dilaksanakan dengan
mekanisme yang telah ditetapkan pada SOp.

Baglan Kesembllan
Penolakan Permohonan

Pasal 32

Penola.kan Permohonan sebagaimana dimal<sud dalam pasal 24 ayat (lJ
huruf h dapat dilakukan, apabila:

a. Hasil verifikasi dan validasi administrasi yang menyatakan bahwa berkas
permohonan tidak sesuai; dan

b. Hasil pertimbangan teknis oleh Perangkat Daerah tidak memenuhi
persyaratan teknis diterbitkannya Perizinan dan Nonperizinan.

Penolakan Perizinan dan Nonperiinan diberikan dalam bentuk surat
penolakan dari Kepala Dinas, sesuai mekanisme yang teiah ditetapkan pada
SOP.

{1)

\2J

(2)
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BAB IX
oss

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelenggaraan perizinan dan Nonperizinan yang diterbittan oleh
Lembaga OSS, Dinas memberikan persetujuan atau penolalan pemenuhan
komitmen.

(2) P-ersetujuan atau penolakan pemenuhal komitmen terhadap perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana dimatsud pada ayat (1), dilal<sanakan setelah
pemohon selesai melakukan input data dalam Sistem OSS yang dibuktikan
dengan keluaran berupa NIB, Izin Usaha, Izin Komersial atau Operasional.

(3) D. alam hal persetqjuan atau penolakan pemenuhan komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dinas melaksanakan notifikasi dalam bentuk
validasi dan evaluasi Perizinan dan Nonperzinan pada Sistem OSS.

BAB X
SKM

Pasal 34

(1) SKM dilaksanakan melalui;
a. angket;

b, wawancara; darl
c. teknologi informasl, (onlifte / e-uoting).

(2) SKM dilal<sanakan untuk menghasilkan lKM.
(3) Pelaksanaan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui kerjasama dengan pihak lain atau mekanisme
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dinas menyelenggarakan SKM sebagaimana
sedikit 4 (empat) kali selahun.

dapat dilakukan
lainnya, sesuai

dimaksud pada ayat (2) paling

BAB XI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Pemohon dapat menyarnpaikan pengaduan kepada Dinas.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keluhan,

ketidakpuasan, pemasalahan dan lain-lain yang terkait dengan
penerbitan PerDinan dan Nonperizinan.



(3) Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, tertib,
tuntas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
SOP,

(4) Jenis pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. pFngaduan langsung; dan

b. pengaduar-r tidak langsung.
(5) Mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat {3), terdiri dari:

b. penerimaan pengaduan;

c. penelaahal, klarifikasi dan verifikasi;
d. pemrosesan;

e. tanggapan dan/atau jawaban;

f. pelaporan;

g. peman lauan dan evaluasi

h. durasi waktu;
i. bagan alur dan prosedur; dai
j. bentuk, kodifikasi, QR code, jenis format dan tata naskah pengaduarr.

(6) Sararla pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui:
a. lisan;

b. kotak pengaduan; atau

c, teknologi informasi darr integrasinya.

BAB XII
LAYANAN INFORMASI, PENYULUIIAN DAN KONSULTASI

Pasal 36

{1} Dinas mengelola informasi kepada masyarakat mengenai perizinan dan
Nonperizinan.

(2) Pelatsanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit meliputi:
a. menerima permintaat layanan informasi;

b. menyediakan informasi terkait layanan perizinan dan Nonperizinan; dan
c. memberikan informasi terkait layanan perizinan dan Nonpenztnan

{3) Pengelolaarr informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengal SOP.
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(1)

(2)

Pasal 37

Peryrluhan dilal<ukan untuk menyebarluaskal pelayanal perizinan dan
Nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Penlruluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap

pelayaian Perizina:r dan Nonpedzinan;

b. jenis dan marfaat Perizinan dan Nonperizinan bagi masyaralat;
c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
d. waltu dan tempat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

pasal 98

Konsultasi dilakukan untuk membedkan kemudahan kepada masyaralat
mengenai pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Konsultasi sebagaimana dimatsud pada ayat (l), paling sedikit meliputi:
a, konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan;
b. konsultasi aspek hukum Pedzinan daII Nonperizinan; dan
c. pendampingan teknis.

BAB XIII
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

BaEia! Kesatu

Tujuan alan Ruang Lingkup pSE

pasal 39

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas
menggunakan PSE secara a]1da], aman, dan bertanggung jawab.

PSE bertujuan untuk memberikan airses yang lebih luas kepada masyarakat
untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonpeizinan yang lebih
mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) atau aplikasi yang
terintegrasi dengan SIMPEL dari Kemente an dan/atau Lembaga terkait
Penyelenggaraan PTSP.

(i)

(2)

(1)

(2)

(s)



(1]

p  40

Ruang lingkup SIMPEL sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3),
terdiri atas;

a. subsistem Pelayanal Informasr;
b. subsistem Pelayanan Perizinal dan Nonperizinan; dan
c. subsistem Pendukung.

Sistem informasi yang menjadi subsistem dan/atau sistem larn yang
terintegrasi dengan SIMPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.
Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huml
a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
a. pandua! Perizinan dan Nonperizinan;

b. direktori Perizina! dan Nonpenzrnan;

c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan
untuk publik;

d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada
setiap proses, biaya retribusi, dal waktu pelayanan; dan

e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan.
Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hun.rf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang
r$!!rJ!ur<tr^arr raJar4rL.

a. pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai tahapa!;
b. integrasi dengan ir.rstaisi pemerintah dan/atau nonpemerintah;
c. penelusuran proses penerbitan Pedzinan dan Nonperizinan (Online

Tracking Sustem)i

d, SMS GateualJ;

e. perizinan yang bersifat online;

1. tanda terima dan dokumen perizinan menggunakan Quick Response
Code (QR Code) untuk konfirmasi legalitas dan keabsahar tzrn yang
dikeluarkal;

I. Mobile Apliccttion SIMPEL berbasis Android;

h. Aplikasi SIMPEL yarg terkoneksi dengan GIS/ coogle Map yang
terhubung melalui titik koordinat lokasi.

Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling
sedikit terdiri atas sistem eiektronik:

a. pengaturan administrasi jadngan elektronik,

b. pengaturan administrasi basis data (database) antara h"ovinsi dengan
Kabupaten/Kota;

c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan eiektronik;

d. pelaporan perkembangan penerbitan lzin da rrorlizir.,

(2)

(3)

{4)

(s)



-24-

e.

t

c.

catatan sistem (log sAstem) elektrooik:
jejak audit (audtt trdiL)atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan
dan Nonperizinan; dan

cadangan (back up) sistem elektronik dan basis data secara berkala.

(1)

Bagian Kedua
Hak Akses
Pasal 41

SIMPEL dapat dialses dengan menggunakan hak akses atau ranpa
mengguna,kan hat akses.
Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) dapat
diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
Pelayanal Perizirrarr dan Nonpedzinan sebagaimana dimaksud dalam pasa1
40 ayat (4) dar} Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal
40 ayat (5) dapat dial<ses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
Hak al<ses sebagaimana dimal<sud pada ayat {3) diberikan kepada
Penyelenggara PTSP.

Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat {4) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas.

pasal 42

Penyelenggara PTSP yang memiliki hak akses sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode
akses yang dimilikinya.
Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak al<ses oleh pihak lain
menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketlga
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 43

Tanda Tangall Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum
yang sah selama memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi:
a. Iama!/ websi.te PSE menggunakan sedifikat elektronik afa:u Secure Socet

LaAer (SSL);

b. Kepala Dinas wajib memiliki sertifikat Tanda Tangan Elektronik;

t2)

(4)

{1)

(2)

(1)

12)



(3)

(4)
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c. dokumen izin dan nonizin yang memuat Tanda Tangan Elektronik
diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik densan format pDF
(Poiable Document Fonnaq.. dan

d. arsip digital Talda Tangan Elektronik.
Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a
diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangao.

Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) disebut Tanda Tangan Digital atau digital signature.

(2)

(1)

(4)

pasal 44

Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) yang
dibubuhi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Proses pembubuhan tar-rda tangan digital pada dokumen elektronik dan
transa.ksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan wal<tu
penandatanganan.

pasal 45

Dokumen izin dal nonizin elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal
43 ay^t (2J hurr-rf c dapat diveriJikasi melalui laman P|SP atau aplikasi yang
dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.

Tanda tangan digital pada transatsi eLektronik sebagaimana dimal<sud
dalam Pasa.l 43 ayat (2) hur-uf c dapat diverifikasi melalui layanan otoritas
vali.dasi (ualidation authoitiJl pada Penyelenggara Sertihkasi Elektronik.
Dokumen izin dan nonizin elektronik sebagaimana dimat<sud pada ayat (1)
yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merrrpakan dokumen otentik.
Hasil cetal< dokumen izin dan nonizin elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayar {3) menjadi salinan dari dokumen orenLik.

BAB XIV
TUNJANGAN KHUSUS

(11

(2)

{3)

Pasal 46

Untuk meningkatkan kine{a penyelenggaraan pelayanan Perizinan da]1
Nonperizinan, Gubernur dapat memberikan tunjangan khusus kepada
penyelenggafa PTSP da:n Perangkat Daerah terkait dan/atau Tim Teknis sesuai
dengan kemampual keuangan daerah.



BAB XV

KSWP

Pasal 47

(11 KSWP dilakukan oleh Dinas dalam rangka validasi keterangan status wajib
pajak dalarn pemenuhan persyaratan perizinan darr Nonperiiinan rertentu.

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. Validasi melalui Sistem OSS terhadap perizinan dan

diajukan oleh pemohon;

b. Validasi melalui Aplikasi SIMPEL yang terintegrasi dengan Sistem KSWP;
dan

c. Validasi melalui Aplikasi yang disediakan oieh Direktorat Jenderal paiak.

BAB XVI

RETRIBUSI

pasal 48

Persyaratan _ perizinan yang mengakibatJ<an timbulnya pembayarar
R€tdbusi, dapat dilakukan pembayarannya pada Bank yang 

'telah

ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda;gan.
Besaran Retribusi sebagaimata dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daeral-r
sesuai dengan ketcnruan peraturan pcrundang undangan.
Tata cara pelaksarraan pembayaran Retribusi sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-26-

BAB XVII
SATGAS

Pasal 49

{1) Satgas pada Dinas memiliki fungsi sebagai Desk Subsektor
dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

(1)

l2J

{3)

Nonperizinan yang

bidang Perizinan

(21 Satgas pada Dinas sebagaimana dima.ksud pada ayat (i), ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.



Pasal 50

(1) Pembina atas Penyelenggaraan PISP dilakukan oleh Gubernur.
(2) Pembinaan meliputi kegiatan pengembangan sistem, sumber daya ma,nusia

dan jaringan kerja, bimbingan, pendidikan dal pelatihan dan fasilitasi
penyelesaian masalah atau hambatar atas Penyelenggaraan pTSp.

(3) Pembinaan darl Pengawasan teknis atas penyelenggaraan kewenangan
Perizinan dan Nonperizinan yang telah didelegasikan kepada Dinas
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuai peraturan
perunoang-undangan.

Pasal 51

Pengawasal umum terhadap proses Penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh
atasan langsung secara berjenjang

Dinas menyediakan data Perizinan dan Nonperizinan dalam rangka
pengawasan.

Pengawasan fungsional terhadap proses Penyelenggaraan PTSP dilakukan
oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan
pedzinan yang telah diterbitkan Dinas dan dapat mengajukan rekomendasi
pecabutan terhadap Perizinan yang dtalankan bila tidak mematuhi
ketentuan peraturan per_undang-undangai.

(r)

t2)

(3)

-27-

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAUIASAN

BAB XIX
PENDAMPINGAN I1UKUM

(4)

(1)

pasal 52

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengadual da-ri masyarakat mengenai
per_rnasalahall hukum, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang
Penyelenggaraan PISP, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan
proses administasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PenyeLesaian per-rnasalahan hukum sebagalmana djmaksud pada ayar IlJ.
Penyelenggara P|SP didainpingi oleh Inspektorat Daerah dan Biro Hukum
Sekretariat Daera-h.

{21
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12)

(31

(4)

(s)

(61

{1)

(1)

BAB XX
PENGENDAI.IAN DAN PELAPORAN

Pasal 53

Dinas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan dan
Nonperizinan ya]1g telah diterbitkan.
Dinas menyampaikan tembusan penerbitan perizinan dan Nonpenzrnan
kepada Perangkar Daerah yang terkail PenyeLenggaraan pISp.

Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menyampaikan Iaporan hasil pembinaan dai pengawasan, paling sedikit
setiap 6 (enam) bulal kepada Dinas.

Dinas melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
Nonperizinan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enaml
buian sekali.

Pelapora:.r sebagaimana dimal<sud pada ayat (4), terintegrasi dengai
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dinas menyampaikan laporan kinerja tahunan Penyelenggaraan glsp
kepada Cubernur mela.lui Sekretaris Daeral.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

pasal 54

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan dan ditandatangani
sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku hingga
bera}hirnya masa berlaku Perizinan dan Nonperizinan.

Perizinal dalr Nonpeizinan yang permohonannya sedang dalam proses
penerbitan sebelum ditetapkannya peraturan ini, diproses sesuai peraturan
perundang-undangan.

12)
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BAB XXII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peratu.an Gubernur Riau
Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memeiintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RrA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 

oxnotrnls 
oa RIAU,

BERITA DADRAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR:
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DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

-n:*, ;;;
I
I t.o1

1 lzln Operasional Pendidikan Khusus yang Diselenssalakm oleh Masydal; 1.01.01.01

r.01.01.01.l
1.01.0r.01.2

2 Rel<omendasi Pendiridr Sekolah Inte.rasiona 1.01,0?.01
3 Rekomendasi Unruk Satuan pen.lidika! (erjasana (Spl() r.0l.02.02

II L02

I Surat Tanda Regisbasi Tenaga TekDis Kefdmasjan (STR1-I() 1.01.01.0r
1,01.01.01.1

1.01.01.01.2 14
2 12in Mendirikd Ruman Sakit Umum dan t<husus Kelas B pellenntan LO2.01.02
3 IziD Operasiooal Ruman Sakit Umum dd l<husus Kelas B peme.tnrah 1.02.01.03

1.02.01,03,1 72
1.02.0 t.03.2 72
1.02.01.03.3 T2

4 Rekomendasi lzln Mendirikan Rumah Sakit Ketas A .lan pMA LO2.A2.Or 60
5 Rekomendasi lzjn ODerasional Rumah Sakir (elas A dan PMA LO2.02.02

1 .42.02 _02. r 72
1 .02.02.02.2
1 ,O2.O2.O2.3

6 Rekooendasi S€rtifikat Dishibusi Penyalur Alar Kesehatan {pAK} pusat 1.O2.O2.O3

1.02.02.03.I 30
|.o2.42.03.2 30

102.02.03.1 30
7 Rekomendasi Se.tifikat Distribusi Pedaaang Besd Farnasi (pBF) pusar 1.02.02.04

1.02.02.04.1
r .o2.02.o4 .2 30
1.02.02,0:r.3 30

a nekomcndasi l2in Usaha lndusrLi Fafmasi 1.02.02.0s
1.02.02.05.1

1.02.02.05_2

102.02.05.3
9 Rekotuendasi Seftifikat Procluhsi l{osmerika \.02.02_06

1.02.02.06.1

t.o2,Q2,06.2
1.02.02.06.3

r0 Rekonendasi Serrinkat P.oduksi Alat (esehatd darl PefbeLalan Kesehatd Rutuah r.o2.o2.47

r .o2.o2.47 _l

1, .02.O2.47 .2

1.02.02.07.3 3s haj kerja
1 1 Rekomendasi Seftilikat Prcduksi lndustd Obat Tradisional arau Eksn at< Baid A1m 1.02.02.08

1.02.02.08,I
r .02.o2.oa.2
1.02.02.08.3

12 Rekomendasi Izin OpeEsional Labo.atoium Ifinik Uhum Utaua 1.02.02.09

1.02.02.09.1

\ .42.o2.09 .2
1.42.O2.A9.3



,i.a"' '
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2 '-*3 l .4.-
13 Rekom€ndasi Izin Ope.asional Laboratorium Kljnik I$usus Utma r.o2.o2.i.o

1.02.02.10.1

r .o2.Q2.lQ.2

Perpanjansan 1.02.02.10.3 72 hari kela
14 Rekomendasi Izin Sdda Peneriksaal Kesehatd Calon I(l 1.02.02.1r

1.02.02. t 1.1

r .o2 _o2.l t _2

1.02.02.113
l5 Rekomendasi lzin tnstirDsi Pengujian Fasilitas Kesehaian L02.02.),2

t _o2.02. 12. 1 T2

r .o2.02. i,2.2

LO2.O2.12.3

i6 RekomeDdasilzin Mendirikm dd Menyelengga.akd Pelayanan Radioterapi Untuk
Rumah Sakit Kelas A dan B

1.02.02.13

I 02.02 ]J.l
r ,o2.02. r3-2
1.02.02.13.3

l7 Rekomendasi Setlifikat Produksi Industi Fmasi Bahd obat r.Q2.O2.r1

1 .42.02.13. I
r .42_o2.13.2

L42.Q2.13,3

I]I Bidang Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang l 03

I lzin Pemanlaate Ruang pada Ruas Jald P.ovinsi 1.03.01.0r
2 lrin P-ngr\dhdd dr PF'gg, nad <unb.r Drlr cil 1.03.01 02

1.03.01.02.l
1.03.0 r.02.2
1.03.0r.02.3 21

Bidang Kelenlerama! dan Xetertiban t mum serla PerlinduDAan lMasyarakat 1,04

I RekodendasiPeneLitian 1.04.O2.01

L05

1 Izin Pemungutan Uang dan Bddg (PUB) 1.05.01.01 t4
2 Izin Teknls Lenbaga K€sejahteraan Sosjal Asing (NGO) 1.05.01.02

3 Retomendasi Undian C.arjs Berhadi.n (UGBI 1.05.02.01
4 Rekomcndasi Pcngalgkataa Anak r.05.02.02
s Tanda Dalar Lembags Kesejahleraan Social r.05.02.03 t5

Btdang Ltngkungan Htdup 1.06

1 Izin Lingkungan (MiEas, Minerba, Pertahanan, Teknologl Sarelit dan Pengenbdgd
Pdas Bumi. DELH/DPLHI

1.06.01.01

1.06.01.01.1
r.06.01.0 r,2

2 Su.ar Kepurusd Kelayakan Lingkungan Hidup {SKKLH) skala Provnrsi 1.06.02.01

l 06.02.01.1 20 hari keia
1.06.02.0r.2 2l

3 Rekomendasl U(L UPL Skala Provinsi r.46.o2.42
1.06.02.02. r 20

r .06.o2.02.2 20
I Dplon p da.i z. D- glmpuld Limbai BJ ckJd \2 ron. . 1.06.02.03

1.06.02.03.1 30
L06.02.03.2 30 halikeda
r.06.02.03.3 30 lrad keda



Te"

v
7,O7

rtsMan renyeDerdSd

ottlarg rebuoayai-
1.07.02.I

!1II
1.08

rldaae Kearsipan

1 lzia Penesunad Ajsi

r 04.01.01

IX
r.09

,su,udBa xedsrpr Urerah prov

iubblda!g Perkebunad

1.09 01.01

1.10

2 Persetlrud Pen;;h;;l;= 10.01.01

3 Perseruiud Penahh,ih
t.10.0102

4 Peisehrr r.n D,"",.inL^- r, i0.01.03
1.10.01.04

Izin Distribulor obat HejI@
1 10 01.05
L10.01,06

eris No! Iztr

"fitdee 
p;'k.bm

. x*ur...ndavi*e@".
un uk IUP.B \dQ olcr.irran ntFh Fiin t, /u,^ ,^.^ r. r0.02.01

; , ._.:- ," :--_,-.,,5@'._'rrrd,a4 Henodclne pprkeb nan proans-

q IH:**:-:++=:+:P:j|I+-= 
: t ta.a2.o2 30

, c,n draan rFmoanglnan perkpb-nd protrs
unluk IUPyars dre.bjrran oieh Brn,n rv,..-^.., r.t0.02.03

Sr

l 10.02.04

.,*:",,, 
jj #H++E#:.:=ffi {T;ru3 lT, ifl "fr.i""^"-

r. r0.02.05

l.10.02.06

t.10.o2.07

XI lBi.lane Kehutan:n
Jeris lzln
r rzm pemmizatd ]{akasd llljpKl pad€ Hutd Produksr dan I]rr." 1,.,f,..g

l ll

I i 0r 01 30 hm kerja

Jt sl

- rmgdngu d l!.jliEs umu n o.n 
^eSialm 

reg Bnrsrt L l\on Kome.ldl

r 1.0t,02
.I1,01.03

s lzin Penut "" l\,iilEli
usur rmer Hasrt Hqrd Ka)!/Buke Ka),Lr t.l1 01.04 30

1.11.01.05

IUIPHHK/IUPHHBK
renggunm Mesrn produksi UtMa pada r. r r.01.06

r.11.0r.07 30

ltenis Non lzin

]n*H.::1.**+=::-, '-

1.11.01.0a

1.11.02.01 30

@r nasx dul@ 
^a}t 

Hurd1.ddan IndustiPada Hutan Tfidan {tUpHHX,H'tl n..t, H,*". F^ r.r1,42.02

v. PPs.o.rs, t-hosisrFm Paoa'lLranAlM {tr PHdK pEr Dad-du..n p,n.l,,trs, r-^,,_ M--,-; 1.tr 02.03

- : -_ '"_ " ara! len}lnpdM rdoon padd -lutd,#i=i*I=#*+_ LI1.O2 04

4 Rekodendrri l2,n PPrP;
r.I t.02,05 .10

5 Rekomen.r:\i r", " n,i; 1.1r.02.06 30 hdi kerja

6 Rekonend)o P"-,h# L11.O2.A7 30 hari kela

IHH##
l.11.02.08 30 hai kerja
r 11.02.09
111.02 t0
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XII Bidang Dnergi da! Sumbei Daya Mineral 7.12

I lzin Pengebora! Air Tanah Dalam Provinsi r. r2.01.01
l.l2.0l.0i.I 4s hai kerja
t. t2.a t .o 1 .2

L 12.Q 1.01.3

1.12.0101.4
Sumuf lmbuhd CAT Lhtas Provinsi L12.0 t.01.5
Sum!. Pdtau CAT Linlas P.ovinsi 1.12.01,01.6

2 Izin Pengusanaan/Pemakald Air Tdan dald Daerah P.ovjnsi untuk Sunur cali r.12.01.02
l t2.0L02.1

Etsjstine {GN'PSDA) t. t2.a l .o2.2
Eksisting (Hasil Penertibdl | _t2.a | .o2.3

L 12.01.02.4
i.12.01.02.5

Baru CAT Lintas Provinsi L 12.01.02.6
Perpanjangan CAT Lintas Plovlnsi r.12.OL02.7

3 lzin Pengusanad/PemaLaid At Tadah dalam Daerah Pfovinsi untuk Sumur Bor L 12.01.03
Peningkatan Status 1.12.01,03.1
Dl<sistins (GN-PSDA) 1.12.01,03.2

Eksisting (l.iasil Pene.tibd) I 12.01.03.3

l.12.01.03 4
r. r2.01.03.5
r. r2.0r.03.6

Perpanj ansa! CAT Lintas Provinsi 1.12.Or.Q3.7
.+ Izin Juru BorAii Tdah 1.12,01.04

l 12.01.04. t
t .12.O t .O4 .2

5 lzin Perusahaan Pengebord Air Tdan 1.12.01.05

1.12,01.05.1 30
1.12.01.05.2 30

6 \up K-_rr"ngrn T-rdaf_ar PFryFd;M TrnrBr I n flk (.p, 'irrs 25 kvc '/d )00 kVc 1.12.01.06
7 Izin Pemdfaatd Ldgsung Pmas Bumi Lhtas Daefah l(abupaten/l(ota dalam I

(Satul Daerah Provinsi
r. t2.0] 07

8 lzjn Usaha Niaga Bahan Bald Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain densan
(aDasitas Penlediaan samDai denean 10.000 lsenuluh Ribul Ton PerTanun

1.12.0r.08

9 IUP Eksplorasi L4incral Logam d;n BJt!bda 1.12_01.09

10 IUP Eksplorasi Mineral Buke Logm dan Batud l.12.01.10
I I Izin Usaha Pel1mbmgm (lUP) Operasi Produksi Logam dan Batub&a l l2.0t.t1

1.12.01.1r.r
1.12.01 11.2

12 lzin Usaha Penambangan (lUPl Ope.asi Pro.luksl Bukan Lo8am dan Batuan 1,12.01 I2
1.12.01.12,I
1.12,01.12.2

13 IUP Operasi Produksi ]<husus Pelgolahan dan Pemulnian Logam dan Batubara 1.12.01.13

1.12.01.13.1 30

r.t2,or.i.3.2
l4 IUP Operasi Produksi Khusus Pengohna dan Pemu.nian Bukan Losam da! Batud 1.12.01

l.12.01.14.I 30 h{i keia
t_t2,4t.t4.2

15 IUP Opemsi hoduksi Knusus Pengangkutan dan Penju!]d Logm dd Batubara 1.12.0 r.15
1 t2.0t.15.I
r.12.o1.15.2

16 IUP ope.asi P.oduksi (husus Pengdgkutd dd Penjualan Bukd LogM dd Batud l l2_01 16

1.12.01.16. i
r.t2.01.16.2

17 lzin UsaliaJasa Peftanbdgm (IUJP) Mine.al dan Barubara l 12.0LI7
1.12.01.17.1 30 ha'ikerja
r . t2.01 . !7 .2

ra lzin Usaha Peftambangan {lUPl Eksplorasi Minetul dan Batubaa I12.01 1A



.No, -l Kode --l *.ffi

.rl - : !-3 "-;l
1,12.01.18,1

1,12.Q1.t4.2

19 Izin Pertambange Ral<yat (lPR) Operasi Produksi Mineraldd Batubara 1.12,01.I9

Baru 1.12.01.19.l 30 hari kerja
L.L2.QL.t9.2 30

20 Izin Usala Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan 1.t2.Al.20 30

20 Rekomendasi Penetapd Wilayah Usaba Penyediaan 'fenaga Listrik Untuk l(ePentinga 1, r2.02.01

2! Surat Kererdgd Terdafts Usaha Jasa Penunjdg Energi Baru Tefbaak@ymg
keoatd -sdd\a dal€m \a'u D8c,an P'ovinsi

1.12,O2.02

1 .12.02.02. r 30 hri kerja
r.05.02.02.2 30 hari kerja

22 Rekomendasi Gubernu Untuk wlUP dan atau WIUPK Non Logd dan Batuan yang
berada di wilayan Kewendgan Menten ESDM RI

LI2.02.03

23 Rekomendasi Gubernuruntuk ]MUP dd atau WIUPK Logm dan Batubara yog
berada di wilayah Kewenogm Mentei ESDM Rl

r.12.02.04

2.1 Percetujud Petubahan Pemeeang Saham, Di.eksi, dd Komlsaris Pemegang IzD
Usana Pertambangan

l 12.02.05

xII aidang Perdagangan t.12

I Penerbitan SiUP Peldagangan Minumd Bero-kohol {SIUP'MB) Toko Bebas Bea 1.12-01.0I

2 Penerbits Rekomendasi PGAPI d& SPPGRAP 1.12,02.01

3 Rekoocndasi Penerbitd SIUP MB bagj Disributor r.12.Q2.O2

curen run 

Digit ke I adalah Kode Pertinan dan Nonpeend
Digi! ke-2 adalah l(ode Bidang Pertinan dan Nonpcdznd
Digit ke'3 adalah Kode Jenis Perizird dd Nonperizino: Izin (11 dd Nonizin {2)

"**tn 

- Digit ke'a adala! (ode urutd Perizinm dd Nonper;ird
Disii ke-s adaLah Kode Status Perlzinan dan Nonpe zinan: B.ru (1), Perpanjangan (21, Perubanan (3)
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LAi\{FIRAN II PERA1URAN CUBERNUR RIAU

DAFIAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DITERBITKAN OLEI{ LEMBAGA OSS

Ni) ::::{e!1":i.:::
ri,i;.9f. .". !n!

1 2 3: .4
I 2.Ol

r lzi,a Pendirtd ProgrM atau Saruo Pendiditan untuk SMA ydg DiseLenggdakan 2.01.01.01

2 izin Pendirid P.ogram atau Satud Pendidikd untuk SM( yang Diselenggarakan 2.01.01.02

l lzin Penambahan dan Perubanan Progrm Keanlian pada SMKyang
DiseLensearald oleh Masva.akat

2.01.01.03 30 hdi kerja

II 2.O2

I lzi! Mcndnikan Ruman Sakit Umud dd Xnusus Kelas B Swasta 2.02.01.0 r
2 l/in O|"p\ionJ o mdh 5dk.r . mum dd .(hu L ,I(-..\ D rsa, a 2.42.0 r,A2

2.A2.Or .A2. I
2.Q2.Or .O2.2

2.42.Ol.02.3
3 lzin Operasional Labo.atorium l{lilik Umum dan/atau Khusus Maclya 2.02.0i.01

2.02.01.03.1

2.O2.At.O3.2

2.02.01.03.3
,1 Se u4L?cr D \tlb- .i (ab-ng P.r'ya I A." ,{.', h"'a 2.02.0!.04

2.02.A \ .O4.1 30
2.02.O r .O4.2

2.42.OL04.3
5 Se.tjfikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Fdmasi 2.02.01.05

2.02.01.05.1 30

2.02.Or .45.2 30
2.02.0r.05.3

6 Sertilikat Produksi Usala Kecii dan Mikro Obat Tradisional 2.Q2.Or.06
2.02,01.06.1

2.02.A | _06.2

2.02.01.06.3

l!I Btdarg T€naga Kerja 2.03

I Izin Usana Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasla 2.03.0r.01
2.03.01.0i.l l0
2.0J.0101.2 10

2.03.0r.01,3
2 Surat Izin Usana L€mbaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga 2.03.0102

2.03.01.02.1

2.O3.Q | ,02,2
2.03.01.02.3

3 Izin (antor Cabdg (Perusahaan Penempatd Peke!a Migre Indonesia) 2.03.01.03
2.03.01.03. i
2.03.01.03.2
2.03.0103.3

4 lzin Usaha Petusahaan Peny€dia Jasa Pekerja/Blreh 2.01.0104
2.03.01.04.1
2.O3.A r .04 .2

2.03.01.04.3

w Btdang Lingkunga! lIidlp 2.O4

2.04.01.01
2.04.01.01.1 20l,aikela
2,04.0La|,2



Bidaug dar Jenis Pasetujuan Peaeluha! Kooitaen
!.iii:Ltij+r:

2 lzin Peoselolaan Ljmban Bahan Be.bahaya da1 Beracun {B3l untuk Penguopuld 2.44.Ol.O2

2.44.Ot.O2.r
2.44 .01, _02.2

2.04,01.02.3

Bidang Perhub!ngan 2,O5

I lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam T.ayek 2.05.01.01

2.05.01.01.1
2.O5.a r .O1 .2
2.05.01.01 J

) l/i De )cl.nBgdad A glua Ora-g-ddl.Dald-.J.r 2.05.01.02
2.05.01.02.r
2.05_01.02.2

2.Q5,01.02.3

3 lzin Usaha Angkutd Sungai dd Ddau 2.05.01.03
4 lzin Usana Angkutd tput Pelaydd Ral<yat (Angkutan di Perairan) 2.05.01.04
5 Izin Usaha Jasa Angkutd di Perair€n : 2.05.01.05

Iznr Bonskar Muat Bardg 2.05.0 r.05
Izin Usaha Jasa Pengurusan Tfalspo.tasi 2.05.01.05
 ngkutd Peraird Pelabuhan 2.05.01.05
Penyewaan Peralatd An8kutan Laut atau Peralatan Jasa TerLait dengan 2.05.01.05

Izin Usaha Tatly Mandiri 2.05.01.05
Izin Depo Peii (emas 2.05.01.05

Pemwatan da,a Perbaikan Kapat 2.05.01.05

Bidang Koperasi, vsata Kecil dan Men( 2.06

I lzin l{op€.asi Snnpai Pinjam 2.06.0r.0r
2 lzin Pembukaan (antor Cabang Koperasi Simpan Pinjan 2.06.01.02

VII Btdang K€lautan dan Perikanan

I S!rdt lzin Us.]ra Perikanan ISIUP) 2.07.01.0i
2,07 ,0 t .O1 .1

2.07 .O r .41 _2

2 Surar rzin PenangkapaD ikan (srPI) untuk Bobor'5 s.d. 30 GT 2.07.Or.42
2.47 .O | .O2.1

2.47 .O1 .02.2 14

2.07 .Q | ,Q2.3

3 Sunt Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKP!) untuk Bobot > s s.d. 30 CT 2.07.01.03
2.07.01.03.1
2.Q7.0r.O3.2

2.07.01.03.3
4 BuLti P€ncaratd Kapal Perihdan (BPI(P) untuk Iiepemilikan 1 (satu) unit (apal

Bobot > 5 s.d. t0 GT
2.07,01,04

2.O7 .O 1 .44.1

2,O7 .O r .Q4 ,2

2.07.01.04.1
s surat Izin Usaha Perikdan Budidaya 2.07.01.05

2.07.01.05.1
2.O7 .O r .45.2

6 Suiarlzin Usaha Budid.y! kan AirTawar 2.07.01.06
2.07.Ot.06.I
2.O7.0L.06.2

7 Sufat lzin Usaha Budidaya ikan Ai. Payau 2.O7.A |.O7

2.O7 .A r .O7 . t
2.07.OLO7.2

8 Surat Izin Usaha Budidaya Ikm Air Laut 2.07.01.08
2.07.01.08.1
2.47 _Or .Aa.2

9 Surat lzin Usana Pembenihan Pedkdd 2.07.01.09
2.O7.OLA9_l

2.O7 _O \ .49 .2



10 Su.at lziD Penasa.an Perikanan dan Peneolahan Hasil Pc.ikaan 2.47.O1.14
I 1 lzin Lokasi Penanlaahn Sumber Daya Perai.m P€slsir de Pulau Pulau (ecil di 2.A7.Ot.rr

12 izin PeDgelolaan Pemantaatd Sunbe. Daya Pe.aird Pesisb dar Pulau Pulau
i<ecildiBairah 12 Mil

2_47.0 Lr2

VII 2.Oa

1 Tanda Dattar Usaha Pariwisata 2.08.01.01

2.O9

SDbbidadg Perkelunan
I lzin Usaha Perkebunm untuk Budidaya 0UP B) yang Lokasi Lahs Budidaya 2.09,01.01
2 lznr Usana Perkebund untuk Pengolahan {lUP PJ yang Lokasi Lana Budidaya 2.09.01.02
3 Izin Usana Perkebunan (lUP)yaig Lokasi Lahd Budidaya dd/atau Sunber

Bane Bahu berada pada Lintas wilayah lGbupaten/Kota
2.09.01.03

4 lzin Usrna Produksi Benih Teana! Pe.kebuoan 2.09.01.04

Sublidang Taraman Pangan daD Honikultun
Lnr Usaha Budjdaya Ho.rikultura 2.09 01.05

6 lzin Usaha Proses P.oduksi 2.09.01.06
? lzin Usaha Pendganan pasca Paren 2.09.4 t.O7
a lzin Usana Keterpadud Usana Proses Produksi dengan Usaha Penaneds Pasca 2.09.01.04

subttdang Petenakatr dan Kesebatan gewan

9 Izin Pemasukan dan Pen{eludan Hewan Pelihdad 2.09.0r.09
t0 Rekomendasi PenasuLan d@ Peleelua.an Ternak Runindsia dd Babi 2_49.At.I0
11 Rekonendasi Pemasukan dd Penseludd Produk H€wan 2.09,01,11
t2 Izin Pemasuka dm Pengeluaran Obat Hewan 2.49.4t.12
13 l2in Usrha Obar Hewan 2.09.0r.r3
14 lzin Usana Peternakan 2.09,01,14
15 Pendaftaran Usaha PeternaLdl 2.09.01.15
i6 lzin Pensauke dd Pengeluaran Benih / Bibit 'remak 2.09.01.16
l7 lzin Pemasuke dan Pengeluaran Bahan Pakan AsalHewan dan Tumbuhe 2.O9.Ot.r7
18 PendoJa.d Palan Ternak 2.09.01 18

x 2.LO

I lzin Us€na Pemanlaatan Kawasan Snvo Pasrura Pada Hutan Ftoduksi dan Hutan
Linduns IIUPK Srl,op6tura I

2. r0.0r.0r

2 lzin Usaha Pctuefaatan Kawasan silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan
L,nduns (lUPI( Sti,o,n6hee)

2.10.01.02

3 lznr Penunguian Hasil Hutan I(ayu pada Hutan Produksi 2.r0.0r.03
4 lzln Penunguran Hasil Hutan Bukd kayu pada Hurd P.oduksi dd Hutd Lindu 2.ta.or.a4
5 lzin Usaha Pemdiaatd Jasa LingLunge pada Hutan Pro.luksi dan Hutan Lindu 2, i0.01.05
6 Izin Usana lDdusri P.ine. Hasil Hutan Kayu {lUlPHH]l) 2.10.01.06
7 Izin Usana Indlrsbi Primer Hasil lluran Bukan Kavu ItUtPHHBKt 2.10.0t.07
a Serlinkasi Sumber Benih 2.10.01.08
o spr"Ikdn \4u'.r Bro' dan Se.uln-sr MLru Der-r.. 2.10 01.09
10 Izin Usaha Pemdlaatd Air untuk Skala Menensah da! Skala Besar di Suaka

Ma.gasal\ra, Tanan Nasional, Tmm Wisata Alam da Ttuna Hutd Raya
2.10.01.I0

I I lzin Usaha Pemdlaatan Energi Ai. untuk Skala Menengah daD Skala Besar di
Suaka Mafrasatwa, Tand Nasional, Tdd Wisata Ald dd Tdan Hutd Raya

2,10.0r.i I

12 lzin Us$a Pemefaaran Ab llUPAl Skala Mikro dan (ecil 2.10.01.12
13 lzin Usaha Pcnanlaatan Enerai Air (IUPEA) skala mikro dm kecil 2.10.0r. r3

XI Bidang Encrgi dan Sumber Daya Mineral 2.tL

I lz'n Usaha Penyediaan 'fenaga Listik (iurlrl-) l 2.11.01.01
Pembangkitd Tenaga Listrik 2.11.o1.01
Transmisi Tenaga List.ik 2,11.01.01
Di!tribusiTenaga LisLrik 2.I1.0t.01

- Penj!'alan'lenasa Listrik 2.11.01.01
2.l1.0r.0r
2. t 1.0i.02
2.11.0r.02. t
2. L1 .Ot.A2.2 30 hari kerja
2.11.01.02.3

3 Izin Usaha Jasa PenunjaDg 'fen€€a Lisrrik 2,I1.0I.03
2.11.01.03.1

2. r t.01.03.2 30 hdi keda
211.01.01.3 30 hdi kerja



No.

-J'i:' 'XII Bidang PerdaBanCan 2.12

I Surat lzin Usana Perdagdgan Bahan BerbahaJa (SIUP-82) 2.12.OL.0r

2 Penerbit@ Angka Pengenal Importir Unutn (API-U) 2.12,02,0r
3 Pene.bitan Anska Pengenal Inportir P.odusen (API-P) 2.12,Q2,02

xllI Blda.g Pertndustrian 2,13

I lzin Usana Industri Besd 2. r3.01.01
2, r3.01.01.I
2.13.01_0r.2

2 lzin Perluasan Usaha Indusrri Besaf bagi Indusrri Besa. 2. tJ.0)..a2
2, r3.01.02.1
2.t3.0LQ2,2

3 lzin Usalra Kawasd Industri 2.13.01.03

2.13.01.03.1
2_13.01.03.2

lan Perluasa Kawasan Industfi 2.r3.01.04
2.13.O1.0.1.1

2.13.01.04.2

 cuaenrvun nrnu,

asunn 

Dieit k€-r adalah Kode Perizind dan Nonperizind
Disit ke 2 adalah Kode Bidds Perizinan dan Nonpenzinal
Digir ke 3 adahn Kode Jenis Pedznrd dd Nonperizinan: rzin {1) de Nonizin (2)

- Dign ke 4 adaftn Kode U.ulan Pe.iznrm dan No.perizinan
Digit ke-s adala! Kode Status Perizinan dan Nonperizinan: Baru (t), perpdrjaga (2), pefubahan 

13)
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